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Abstrak 

Satu diatara kegiatan sesuai dengan kompetensi PMIK yaitu kegiatan klasifikasi dan kodefikasi 

penyakit dan tindakan. Pemberian kode diagnosis dan tindakan mengacu pada aturan ICD-10 

dan ICD-9-CM. Menurut WHO (2016), pengodean kasus persalinan terdiri dari kondisi atau 

penyulit (O00-O99), methode of delivery (O80-O84), dan Outcome of delivery (Z37,-). Dalam 

praktik di fasilitas pelayanan kesehatan masih terdapat ketidaktepatan kode diagnosis dan 

tindakan pada kasus persalinan karena tergolong kode yang kompleks. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian kode diagnosis dan tindakan, proses 

pelaksanaan klaim dan faktor penyebab pending klaim, persentase ketepatan kode diagnosis 

dan tindakan dan faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan pada kasus 

persalinan pasien JKN di RS X Bantul. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Dengan sampel objek sebanyak 75 rekam medis kasus persalinan pasien JKN dengan 

teknik simple random sampling dan sampel subjek sejumlah 4 informan dengan teknik 

purposive sampling. Pengumpulan data dengan observasi, studi dokumen dan wawancara 

indeph interview terhadap 4 informan. Teknik validasi data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pelaksanaan pengodean dilakukan dengan melihat rekam medis kemudian menginputkan kode 

pada SIMRS. Proses pelaksanaan klaim dilaksanakan secara kumulatif dan diajukan kepada 

pihak BPJS setiap tanggal 7 atau 8. Pada kasus persalinan pending klaim disebabkan karena 

ketidaksesuaian kode antara rumah sakit dengan pihak BPJS. Persentase ketepatan komponen 

penyulit 54,7% (41), methode of delivery (46,7)% (35), dan outcome of delivery 94,7% (71), 

serta tindakan 29,3% (22). Selain itu, didapatkan hasil komponen ketidaktepatan penyulit 

45,3% (34), methode of delivery 53,3% (40), dan outcome of delivery 5,3% (4), serta tindakan 

70,7% (53). Faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia yang melakukan verifikasi kode tidak memenuhi kompetensi perekam 

medis, belum adanya pelatihan khusus untuk petugas kodefikasi. Belum adanya anggaran yang 

dialokasikan khusus pada proses pelaksanaan kodefikasi. Sudah ada SPO tentang pengodean 

namun prosedur yang tertulis masih belum lengkap. Ketidaktepatan kode diagnosis dan 

tindakan pada kasus persalinan pasien JKN dapat menyebabkan penundaan pembayaran pada 

pihak rumah sakit.  

Kata kunci: ketepatan koding; koding persalinan; klaim; 
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Analysis Accuracy of Diagnosis Codes and Procedure Code in JKN Patient Delivery Cases 

at RS X Special Region of Yogyakarta  

Abstract 

One of the activities in accordance with PMIK competency is the classification and coding of 

diseases and actions. The provision of diagnosis and action codes refers to the ICD-10 and 

ICD-9-CM rules. According to WHO (2016), coding of childbirth cases consists of conditions 

or complications (O00-O99), method of delivery (O80-O84), and Outcome of delivery (Z37,-). 

In practice in health care facilities, there are still inaccuracies in diagnosis and action codes 

in childbirth cases because they are classified as complex codes. The purpose of this study was 

to determine the process of implementing diagnosis and action codes, the process of 

implementing claims and factors causing pending claims, the percentage of accuracy of 

diagnosis and action codes and factors causing inaccuracy of diagnosis and action codes in 

childbirth cases of JKN patients at RS X Bantul. The type of research uses qualitative 

descriptive research. With a sample of objects of 75 medical records of childbirth cases of JKN 

patients with a simple random sampling technique and a sample of subjects of 4 informants 

with a purposive sampling technique. Data collection by observation, document study and in-

depth interviews with 4 informants. The data validation technique in this study used source 

triangulation and technique triangulation. The results showed that the coding process was 

carried out by looking at medical records and then inputting the code into the SIMRS. The 

claim implementation process was carried out cumulatively and submitted to BPJS every 7th 

or 8th. In the case of pending labor, claims were caused by code incompatibility between the 

hospital and BPJS. The percentage of accuracy of the complication component was 54.7% 

(41), method of delivery (46.7)% (35), and outcome of delivery 94.7% (71), and action 29.3% 

(22). In addition, the results of the inaccuracy of the complication component were 45.3% (34), 

method of delivery 53.3% (40), and outcome of delivery 5.3% (4), and action 70.7% (53). The 

factors causing inaccuracy of diagnosis codes and actions were influenced by human resources 

who verified the code did not meet the competence of medical recorders, and there was no 

special training for coding officers. There is no budget allocated specifically for the 

implementation of the codification process. There is already an SOP on coding but the written 

procedures are still incomplete. Inaccuracy of diagnosis and action codes in cases of JKN 

patient labor can cause delays in payments to the hospital. 

Keywords: coding accuracy; labor coding; claims; 

PENDAHULUAN 

Dalam meningkatkan mutu kualitas rekam medis maka rumah sakit membutuhkan 

sumber daya manusia salah satunya yaitu tenaga keteknisian medis (Peraturan Pemerintah, 

2021). Dalam hal ini perekam medis masuk dalam kategori tenaga keteknisian medis. Perekam 

medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi kesehatan 

sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Perekam 

medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya yaitu salah satunya 

melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan 

kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar (Permenkes, 2013). 
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Pengodean merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan 

klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru International Statistical 

Classification Of Disease and Related Health Problems, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Permenkes, 2022). Pemberian kode diagnosis pada rekam medis pasien 

berpedoman kepada aturan ICD-10, hal ini agar terjamin keakuratan kode. Selain itu 

pengodean diagnosis harus petugas yang memiliki latar belakang pendidikan perekam medis 

dan informasi kesehatan (Sofiana, A., Husni, 2022). Menurut WHO (World Health 

Organization), pengodean kasus persalinan terdiri dari kode kondisi atau penyulit (O00-O99), 

methode of delivery (O80-O84) dan Outcome of delivery (Z37,-). Untuk kode Z37.- digunakan 

sebagai kode tambahan untuk mengetahui hasil dari persalinan (delivery) (WHO, 2016b).  

Pembayaran pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTRL) 

menggunakan sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG). Dasar pengelompokan dalam 

INA-CBG menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang 

menjadi output pelayanan, dengan acuan ICD-10 versi tahun 2010 untuk diagnosis dan ICD-

9-CM versi tahun 2010 untuk tindakan/prosedur (Permenkes, 2021). Kode diagnosa dan 

tindakan pada ICD-10 dan ICD-9-CM merupakan salah satu data penting dan digunakan 

sebagai acuan dalam penentuan besar biaya pelayanan kesehatan. Diagnosa harus dikode 

dengan tepat dan akurat serta tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan rekam medis. Apabila penulisan diagnosa pada berkas rekam medis tidak tepat, 

maka dapat mempengaruhi ketepatan dalam pengodean dan dapat berdampak terhadap biaya 

pelayanan kesehatan (HJ & Wariyanti, 2020).  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketidaktepatan kode diagnosis kasus persalinan 

masih sering terjadi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tingkat ketepatan kode diagnosa pada 

kasus persalinan dengan sectio caessarea di RSUD Sleman Yogyakarta dari total sampel yaitu 

62 BRM terdapat 37 BRM yang tepat kode diagnosanya dengan persentase ketepatan (59,67%) 

dan terdapat 25 BRM yang tidak tepat kode diagnosanya dengan persentase ketidaktepatan 

(40,32%), serta terdapat 36 BRM yang tepat kode tindakan dengan persentase ketepatan 

(58,06%) da  terdapat 26 BRM yang tidak tepat kode tindakan dengan persentase 

ketidaktepatan (41,93%) (Yulida dkk., 2021). 

Ketepatan pada kode diagnosa khususnya pada pasien JKN berpengaruh penting 

terhadap klaim pembayaran. Dengan data kode diagnosa tersebut maka akan membentuk 

sebuah data yang berkualitas nantinya. Pemberian kode diagnosa yang tepat tentunya 

membutuhkan rekam medis baik manual ataupun elektronik yang lengkap serta jelas. Selain 

berpengaruh terhadap klaim pembayaran juga untuk meningkatkan mutu pelayanan dan juga 

pengolahan data statistik berupa pembuatan laporan morbiditas, mortalitas serta laporan 10 

besar penyakit. Apabila terdapat kesalahan dalam pemberian kode diagnosa akan merugikan 

pihak rumah sakit secara finansial karena diagnosa dan juga tindakan yang diberikan kepada 

pasien tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada November 2023 RS X 

merupakan konversi atau pengembangan dari klinik dan rumah bersalin yang beroperasional 

sejak 1997. Dari klinik inilah berkembang menjadi sebuah Rumah Sakit Umum dengan tipe 

kelas D pada tanggal 20 Februari 2008. RS X menyediakan 3 jenis pelayanan yaitu rawat jalan, 

rawai inap dan gawat darurat. Jumlah pasien kasus persalinan dari bulan Mei-Desember 2023 

mencapai 289 pasien. Pengodean dilaksanakan oleh petugas kodefikasi yang berlatar belakang 

pendidikan PMIK dengan melihat diagnosa pada resume medis kemudian melakukan 

pengodean dengan menggunakan SIMRS. Peneliti melakukan  pengambilan sampel sejumlah 
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10 data rekam medis kasus persalinan yang kemudian dilakukan penyesuaian dengan kode 

yang ada di ICD-10 & ICD-9-CM, terdapat temuan masalah terkait kode pada rekam medis 

pasien tersebut. Dari 10 data rekam medis kasus persalinan didapatkan ketidaktepatan kode 

komponen penyulit 60% (6), ketidaktepatan kode komponen metode persalinan 70% (7), 

ketidaktepatan komponen outcome of delivery 0%, dan ketidaktepatan tindakan 70% (7). 

Ketidaktepatan ini disebabkan adanya perbedaan antara diagnosa yang ada di resume medis 

dengan SIMRS sehingga hal ini mempengaruhi ketepatan kode. Perbedaan diagnosa antara 

resume medis dengan SIMRS disebabkan karena petugas tidak teliti saat melihat diagnosa pada 

resume medis sebelum diinputkan pada SIMRS. Selain itu, pada klaim kasus persalinan pasien 

JKN ditemukan adanya klaim yang tertunda. Pada bulan Mei terdapat klaim yang tertunda 

sejumlah 23,8% (10) dengan klaim yang diajukan sejumlah 42, pada bulan Juni klaim 

mengalami tertunda sejumlah 4,3% (2) dengan klaim yang diajukan sejumlah 46 dan pada 

bulan Juli klaim mengalami tertunda sejumlah 11,6% (5) dengan klaim yang diajukan sejumlah 

43. Klaim yang tertunda disebabkan karena ketidaksepakatan kode diagnosis dari pihak BPJS 

Kesehatan dengan rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketepatan Kode Diagnosis dan Tindakan  Pada 

Kasus Persalinan Pasien JKN di RS X”.  

BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Dengan sampel objek sebanyak 75 berkas rekam medis kasuspersalinan pasien JKN dan 

sampel subjek sejumlah 4 informan. Pengambilan sampel dengan menggunakan simple 

random sampling dengan bantuan microsoft excel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi menggunakan checklist observasi, wawancara indeeph interview dengan 4 informan 

dan dokumentasi terkait ketepatan kode. Teknik validasi data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses pelaksanaan 

pemberian kode diagnosis dan tindakan pada kasus persalinan pasien JKN dilaksanakan oleh 

petugas kodefikasi rumah sakit dengan latar belakang pendidikan perekam medis. Kegiatan 

pengodean dilaksanakan setelah pasien rawat inap dinyatakan pulang oleh Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP). Pasien yang sudah pulang, kemudian rekam medis akan diambil oleh 

bagian kasir untuk dilakukan crosscheck ulang terkait dengan administrasi rumah sakit. Setelah 

itu rekam medis kasus persalinan pasien JKN akan diantarkan ke bagian asuransi, di sana 

berkas akan dilakukan scan untuk persyaratan klaim BPJS Kesehatan. Rekam medis yang 

sudah discan kemudian akan diambil oleh bagian rekam medis untuk dilakukan pengodean. 

Proses pengodean pada kasus persalinan pasien JKN dilakukan dengan melihat diagnosa dan 

tindakan pada rekam medis yaitu pada resume medis pasien namun tetap melihat CPPT dan 

juga pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian petugas akan memasukkan kode ke dalam 

sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). Petugas kodefikasi tinggal memilih kode 

sesuai dengan diagnosa dan tindakan yang ada di BRM kasus persalinan, SIMRS yang 

digunakan untuk pengodean sudah sesuai dengan ICD-10 dan ICD-9CM. Petugas kodefikasi 

yang sudah hafal dengan diagnosa dan tindakan beserta kodenya, maka tinggal mengetikkan 
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beberapa kode awal yang nantinya akan muncul kode pilihan yang sesuai. Instalasi rekam 

medis RS X belum pernah melakukan kegiatan audit koding untuk memastikan ketepatan kode 

yang dihasilkan oleh petugas. Namun, untuk verifikasi kode dilaksanakan oleh bagian asuransi 

dengan latar belakang pendidikan bukan dari perekam medis. Menurut (Niko,2022) Koding 

adalah kegiatan memberikan kode diagnosis utama dan sekunder sesuai dengan ICD-10 

(International Statistical Classification Of Disease and Related Health Problems, 10th 

Revision) yang diterbitkan oleh WHO serta memberikan kode tindakan atau prosedur sesuai 

dengan ICD-9-CM (International Classification of Disease Revision Clinical Modification). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.55 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Salah satu 

kewenangan Perekam Medis yaitu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi 

penyakit berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. 

Selain itu, berdasarkan jurnal penelitian (Wulandari, 2023) disebutkan bahwa peran Rekam 

Medis Elektronik (RME) memudahkan petugas dalam melakukan pelayanan sehingga 

membantu efektifitas pemberian pelayanan terhadap pasien hal ini pengelolaan rekam medis 

untuk menunjang mutu pelayanan bagi rumah sakit harus efektif dan efisien. Dampak 

ketidakefektifan yang ditimbulkan yaitu semakin banyak distribusi rekam medis maka berkas 

yang perlu dikoding. Apabila pengodean dilakukan secara elektronik akan lebih mempercepat 

pengodingan dan pengolahan rekam medis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, namun untuk 

petugas yang melakukan verifikasi kode merupakan petugas yang tidak memiliki latar belakang 

perekam medis. Di RS X untuk pengodean sudah memiliki SPO/kebijakan, namun SPO sendiri 

masih belum lengkap dimana hanya menyertakan gembaran secara umum proses pengodean 

menggunakan SIMRS. 

Proses pelaksanaan klaim kasus persalinan pasien JKN di RS X dimulai dari pasien 

pulang kemudian berkas rekam medis pasien akan diambil oleh petugas khusus yang kemudian 

diserahkan ke bagian kasir. Di bagian kasir berkas rekam medis akan dicrosscheck ulang terkait 

dengan administrasi yang diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis yang sudah selesai 

dicrosscheck oleh bagian kasir kemudian diberikan ke pihak asuransi untuk dilakukan proses 

melengkapi persyaratan klaim. Berkas klaim yang akan diajukan ke pihak BPJS diperiksa satu-

satu yaitu SEP, surat pengantar rawat inap, laporan operasi apabila persalinan secara caesar, 

lembar persalinan disertai dengan patograf, dan resume medis. Seluruh berkas tersebut apabila 

masih ada yang belum lengkap maka petugas yang memberi pelayanan kesehatan harus segera 

melengkapi. Apabila seluruh berkas persyaratan sudah lengkap kemudian dilakukan scan 

berkas kemudian diupload di SIMRS. Berkas adminitrasi dari bagian kasir juga akan diupload 

pada SIMRS. Setelah seluruh persyaratan diupload seperti berkas klaim, berkas administrasi 

dan juga kode diagnosa dan tindakan, kemudian petugas membuka pada bagian INA-CBG’s 

dan kode dapat otomatis masuk ke dalam menu INA-CBG’s. Hal ini karena SIMRS sudah 

terbridging dengan INA-CBG’s dan vclaim. Setelah itu besaran klaim akan keluar sesuai 

dengan kode yang sudah diinputkan pada SIMRS. Seluruh berkas klaim nantinya akan diajukan 

kepada pihak BPJS Kesehatan secara kumulatif sekitar tanggal 7 atau 8 dengan maksimal dari 

pihak BPJS tanggal 10 bulan berikutnya. Berkas klaim yang diajukan kepada pihak BPJS 

nantinya akan diverifikasi oleh pihak BPJS apakah layak atau tidak. Apabila terdapat berkas 

yang mengalami pending maka petugas klaim harus melengkapi kekurangan berkas klaim yang 

mengakibatkan pending. Berkas yang mengalami pending akan diajukan oleh petugas klaim 

mengikuti klaim yang diajukan bulan berikutnya dengan maksimal pengajuan tanggal 10 bulan 
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berikutnya. Menurut Peraturan BPJS No.7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Klaim manfaat 

pelayanan kesehatan jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut klaim adalah permintaan 

pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 

Kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan RITL (Rawat Inap Tingkat Lanjut) yaitu 

lembar surat eligibilitas peserta yang ditandatangani oleh peserta/keluarga atau cap jempol 

tangan peserta, resume medis yang mencantumkan diagnosa dan posedur yang ditanda tangani 

oleh DPJP, laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi, hasil pemeriksaan penunjang 

apabila dilakukan, surat pengantar rawat inap, surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim 

pencegahan kecurangan rumah sakit, checklist klaim rumah sakit, dan iuran sistem informasi 

pengajuan klaim yang diunggah ke sistem informasi BPJS Kesehatan. Selain itu menurut 

(Khasanah dkk, 2023) menyebutkan bahwa Jaminan kesehatan yang dilakukan memiliki 

prosedur dan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Prosedur dan kebijakan 

tersebut merupakan penjelasan fasilitas kesehatan yang diharuskan mengajukan klaim secara 

rutin yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya kecuali kapasitas, tidak perlu diajukan klaim 

oleh fasilitas kesehatan. Setelah fasilitas kesehatan mengajukan klaim dan sudah diterima 

secara lengkap oleh pihak BPJS Kesehatan, maka pihak BPJS Kesehatan wajib membayar atas 

pelayanan yang telah diberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta atau pasien 

maksimal 15 hari kerja. Jika salah satu syarat persyaratan tidak ada akan berakibat proses klaim 

menjadi terlambat. Sehingga verifikator akan mengembalikan berkas klaim tersebut dan 

petugas rumah sakit diminta untuk melengkapinya. Hal ini sesuai dengan proses pelaksanaan 

klaim di RS X bahwa setiap melakukan pengajuan klaim harus menyertakan dokumen yang 

lengkap sesuai dengan peraturan yang ada. Berkas klaim kasus persalinan pasien JKN diajukan 

ke pihak BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 secara kolektif.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di RS X terkait dengan faktor 

penyebab pending klaim kasus persalinan pasien JKN dari bulan Mei-Desember 2023 bahwa 

kasus pending klaim sangat kecil, hal ini juga sudah divalidasi oleh pihak klaim untuk kasus 

persalinan sendiri sangat kecil. Pending klaim kasus persalinan sendiri disebabkan karena 

ketidaksesuaian kode dari pihak rumah sakit dengan pihak BPJS Kesehatan. Apabila terdapat 

berkas klaim yang mengalami pending maka petugas akan memperbaiki apa yang menjadi 

sebab terjadinya pending sesuai dengan berita acara dari pihak BPJS Kesehatan. Berkas yang 

mengalami pending kemudian akan diajukan ke pihak BPJS Kesehatan bulan berikutnya 

maksimal tanggal 10. Menurut teori (Rahma, Ardi Set al, 2022) pending klaim BPJS bisa 

terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya aspek administrasi, aspek medis dan aspek 

koder. Hal ini sudah sesuai dengan teori tersebut karena penyebab terjadinya pending klaim 

kasus persalinan pasien JKN di RS X dikarenakan ketidaksesuaian kode dari pihak rumah sakit 

dengan pihak BPJS Kesehatan.  

Perhitungan persentase ketepatan kode dengan menggunakan studi dokumentasi 

terhadap 75 sampel kasus persalinan pasien JKN pada bulan Mei-Desember 2023. Acuan yang 

digunakan dalam melihat ketepatan kode adalah ICD-10 & ICD-CM. Berikut ini merupakan 

contoh hasil studi dokumentasi terkait ketepatan kode. Keterangan P: penyulit, M: metode, 

O:outcome of delivery, Tx: tindakan.  
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Gambar 1. Contoh checklist studi dokumentasi ketepatan kode persalinan 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Jumlah kode diagnosis dan 

tindakan yang tepat yaitu terdiri dari kode diagnosis penyulit 54,7% (41), kode methode of 

delivery 46,7% (35), kode diagnosis outcome of delivery 94,7% (71) dan kode tindakan 29,3% 

(22). Selain itu peneliti juga menyertakan kode yang tidak tepat yaitu terdiri dari kode diagnosis 

penyulit 45,3% (34), kode methode of delivery 53,3% (40), kode diagnosis outcome of delivery 

5,3% (4) dan kode tindakan 70,7% (53). Berikut ini peneliti menyajikan tabel dan grafik yang 

menunjukkan hasil penelitian terkait ketepatan kode diagnosis dan tindakan pada kasus 

persalinan pasien JKN baik yang tepat maupun tidak tepat 

 
Tabel 1. Persentase Ketidaktepatan Kode Diagnosis & Tindakan 

No. Kategori Jumlah Persentase (%) 

1. Penyulit  34 45,3% 

2. Metode persalinan 40 53,3% 

3. Outcome of delivery 4 5,3% 

4. Tindakan 53 70,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Grafik Ketidaktepatan Kode Diagnosis & Tindakan 

 

Ketepatan kode diagnosis adalah kesesuaian kode diagnosis yang ditetapkan petugas 

koding dengan diagnosa pada rekam medis pasien sesuai dengan aturan ICD-10 (Novi 

Nugraheni, 2021). Hal ini belum sesuai dengan hasil penelitian, bahwa kode diagnosis dan 

tindakan di RS X masih ditemukan ada yang belum tepat. Ketidaktepatan kode terletak pada 

karakter ke-3 dan karakter ke-4. Dimana untuk kasus persalinan spontan diberi kode oleh coder 

O83.9 sedangkan pada teori untuk partus spontan seharusnya diberi kode O80.9, dan untuk 

kasus SC diberi kode 74.1 sedangkan pada teori untuk SC diberi kode 74.99. Sehingga hal ini 

membuat kode belum tepat. Hal ini sejalan dengan (Yulida, dkk. 2021) bahwa ketepatan kode 

34
40

4

53

(45,3%)
(53,3%)

(5,3%)

(70,7%)

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0

10

20

30

40

50

60

Penyulit Metode Persalinan Outcome of

delivery

Tindakan

Ketidaktepatan Kode Diagnosis & Tindakan Pada Kasus Persalinan 

Pasien JKN

Jumlah Persentase

Outcome of delivery



Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan ISSN : 2503 – 5118 

 

Vol 9. No 2 Desember 2024 327-337  334 

 

diagnosis untuk kasus sectio caesarea mencapai 59,67%, dengan 40,32% tidak tepat. Untuk 

tindakan, ketepatan mencapai 58,06%. Faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis dan 

tindakan pada kasus persalinan pasien JKN di RS X berdasarkan analisis faktor 5M (Man, 

Money, Material, Machine, Methode) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Analisis Faktor 5M Penyebab Ketidaktepatan Kode Diagnosis & Tindakan 

 

Menurut (Siswanto, 2020) faktor man merujuk pada sumber daya manusia yang dipunyai 

oleh perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 bahwa salah satu 

kewenangan perekam medis adalah melaksanakan sisem klasifikasi klinis dan kodefikasi 

penyakit berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. 

Dalam hal ini masih belum sesuai karena di RS X masih belum pernah dilakukan pelatihan 

khusus terkait kodefikasi, dan untuk verifikator hasil kode masih ada yang belum memenuhi 

kompetensi PMIK. Kualitas pelatihan dan pengalaman koder sangat berpengaruh terhadap 

akurasi pengkodean (Hidayah, 2024). Keterbacaan dan kelengkapan catatan medis dokter juga 

memengaruhi kemampuan koder dalam memberikan kode yang tepat (Siki, 2023). Faktor 

money menurut (Siswanto, 2020) merujuk pada anggaran atau biaya yang yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Hal ini belum sesuai, karena untuk kegiatan pengodean 

belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Kemudian untuk faktor 

material menurut (Siswanto,2020) berhubungan dengan bahan baku yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. Bahan baku yang diperlukan dalam pengodean adalah resume medis, menurut 

(Fatimah siti et al,2021) dijelaskan bahwa ketepatan dan kelengkapan penulisan diagnosis pada 

resume medis juga dapat membantu coder dalam melaksanakan pengodean klinis, di samping 

itu penulisan diagnosis yang lengkap dan spesifik dapat menjamin keakuratan dalam 

pengodean klinis. Hal ini belum sesuai, karena resume medis di RS X belum diisi secara 

lengkap oleh petugas yang memberikan pelayanan, masih banyak diagnosa yang tidak 

dijelaskan secara spesifik dan juga tindakan yang tidak tertulis pada resume medis. Faktor yang 

selanjutnya adalah machine, menurut (Siswanto,2020) faktor machine yaitu mesin atau alat 

yang dipakai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini sudah sesuai, karena proses 

pengodean di RS X menggunakan ICD-10 & ICD-9-CM serta SIMRS. Faktor 5M yang terakhir 

adalah Methode, menurut (Siswanto,2020) faktor methode atau metode adalah prosedur kerja 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sudah sesuai karena proses pengodean sudah 

memiliki SPO. Namun untuk SPO sendiri masih sangat sederhana, sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan SPO yang lebih lengkap. SOP yang tidak lengkap atau tidak diikuti dapat 

menyebabkan kesalahan dalam pengkodean (Hidayah, 2024) 
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SIMPULAN 

roses pemberian kode diagnosis dan tindakan pada kasus persalinan pasien JKN di RS X 

dilakukan oleh perekam medis dan divalidasi oleh bagian asuransi. Pengodean dilakukan 

dengan melihat berkas rekam medis kemudian menginputkan kode diagnosis dan tindakan di 

SIMRS yang sudah sesuai dengan ICD-10. Pelaksana verifikasi kode belum sesuai dengan teori 

karena petugas tidak memiliki latar belakang pendidikan PMIK. Proses pelaksanaan klaim 

pada kasus persalinan pasien JKN di RS X sudah sesuai dengan teori. Pelaksanaan klaim 

dilakukan oleh petugas asuransi, persyaratan klaim dikumpulkan secara kumulatif dan diajukan 

kepada pihak BPJS setiap tanggal 7 atau 8. Pending klaim kasus persalinan pasien JKN di RS 

X disebabkan karena ketidaksesuaian kode antara rumah sakit dengan pihak BPJS Kesehatan. 

Berkas klaim yang mengalami pending, akan diajukan mengikuti klaim pada bulan berikutnya. 

Persentase ketepatan kode diagnosis dan tindakan pada kasus persalinan pasien JKN terdiri 

dari, kode penyulit tepat 54,7% (41), kode methode of delivery 46,7% (35), kode outcome of 

delivery 94,7% (71) dan kode tindakan 29,3% (22). Jumlah persentase kode penyulit tidak tepat 

45,3% (34), kode metode persalinan 53,3% (40), kode outcome of delivery 5,3% (4), dan 

tindakan tidak tepat 70,7% (53). Ketidaktepatan kode diagnosis dan tindakan pada kasus 

persalinan pasien JKN di RS X disebabkan oleh faktor Man (manusia) sumber daya manusia 

yang melakukan verifikasi kode tidak memenuhi kompetensi perekam medis, belum adanya 

pelatihan khusus  untuk petugas kodefikasi pada instalasi rekam medis. Faktor Money (biaya) 

belum adanya anggaran yang dialokasikan pada proses pelaksanaan kodefikasi. Faktor material 

(bahan baku) ketidaklengkapan pengisian resume medis pada kasus persalinan. Faktor machine 

(alat) alat yang dipakai dalam pelaksanaan kodefikasi adalah SIMRS, ICD-10 dan ICD-9-CM. 

Faktor method (metode) sudah ada SPO tentang pengodean namun prosedur yang tertulis masih 

belum lengkap.  
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